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Abstract 

This research aims to describe effective, ethical programs and codes of ethics for civil servants to prevent 
fraud in government institutions. We used qualitative descriptive analysis to describe our research. We 
used secondary data from various reputated journal articles, documents, and other relevant sources. The 
data were analyzed with descriptive methods to understand the research objects comprehensively. The 
research shows that government institutions should implement ethical programs and codes of ethics to 
regulate the behavior of civil servants. The Head of the agency should be a role model in ethical 
implementation. Top management must also address special units to monitor the implementation of 
ethical codes. 

Keywords: ethics programs, code of ethics, internal control, fraud prevention. 
 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan pendidikan etika dan kode 
etik yang efektif bagi ASN untuk mencegah kecurangan di lingkungan instansi pemerintah. 
Penelitian menggunakan metode analisis bibliometric. Data penelitian ini bersumber dari 
berbagai artikel jurnal ilmiah, dokumen dan sumber lain yang relevan. Data tersebut dianalisis 
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai obyek penelitian. Simpulan 
penelitian ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah perlu menyusun program etika dan 
kode etik, sebagai bagian dari pengendalian internal, untuk menjaga integritas ASN. 
Pimpinan instansi perlu menjadi role model dalam pelaksanaan nilai etika. Pimpinan instansi 
juga perlu menunjuk unit tertentu untuk melakukan pemantauan atas penegakan etika.  
Kata kunci:  pendidikan etika, kode etik, pengendalian internal, aparatur sipil negara, 
pencegahan fraud.  
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PENDAHULUAN  
Setiap organisasi memiliki 

sumber daya dan kemampuan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sumber daya tersebut dapat berupa 

struktur, strategi, dan sistem yang 

dibentuk di dalam organisasi. Selain 

itu, organisasi juga memiliki sumber 

daya untuk mengatur perilaku anggota 

berupa ketentuan etika dan budaya 

organisasi. Ketentuan etika ini 

merupakan energi sosial yang 

mempunyai kekuatan besar dalam 

mengontrol perilaku setiap anggota 

(Ferine et al., 2021). Etika merupakan 

suatu kesepakatan mengenai standar 

perilaku yang harus dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan dalam suatu 

kelompok, grup, atau entitas (Cressy et 

al., 2010). Etika organisasi ini dapat 

berperan sebagai panduan bagi 

pegawai dalam menegakkan prinsip 

moral dan perilaku (Laczniak, 1993). 

Nilai-nilai etika juga mempunyai peran 

penting dalam mencegah kecurangan  

di tempat kerja (Cassell et al., 1997). 

Agar menjadi panduan formal 

yang mengikat seluruh anggota 

organisasi, banyak organisasi modern 

mengatur ketentuan etika organisasi 

dalam peraturan tertulis seperti kode 

etik organisasi, nilai-nilai etika, prinsip 

umum bisnis, tata perilaku dan aturan 

lainnya. Penyusunan kode etik ini 

menjadi karakter yang menonjol dalam 

organisasi-organisasi professional. 

Webley & Werner (2008) menyebutkan 

bahwa kode etik adalah cara yang 

dipilih untuk meningkatkan standar 

etika organisasi. Kode etik merupakan 

upaya untuk menjadikan nilai-nilai 

organisasi dalam tataran praktis 

sebagai panduan perilaku bagi anggota 

organisasi. Penyusunan regulasi etika 

tersebut efektif mengatur perilaku dari 

anggota organisasi sebagaimana hasil 

riset Duong et al. (2021) dan Kaptein & 

Schwartz (2008). Singh et al. (2018) juga 

menyebutkan bahwa kode etik dapat 

meningkatkan reputasi dari sebuah 

organisasi.  

Dalam tata kelola pemerintahan 

di Indonesia, kode etik yang mengatur 

perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini 

merupakan ketentuan formal kode etik 

bagi ASN penyelenggara 

pemerintahan yang terdiri atas etika 

bernegara, etika berorganisasi, etika 

bermasyarakat, serta etika terhadap 

diri sendiri dan sesama PNS. Selain itu, 

ASN juga diikat oleh kode etik tertentu 

yang diatur dalam lingkungan internal 

instansinya. Kode etik tersebut 

ditetapkan oleh masing-masing 

pimpinan instansi pemerintah.  

Kode etik tersebut menjadi 

panduan sikap dan perilaku 

penyelenggara negara dalam 

melaksanakan tugasnya melayani 

kepentingan masyarakat dan negara.  

Penerapan kode etik ini selayaknya 

mampu mendorong etos kerja PNS 

yang bermutu tinggi dan sadar 

terhadap tanggung jawabnya sebagai 
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unsur aparatur negara dan abdi 

masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia.  

Sesuai hasil survey KPMG (2020) 

yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar pelaku kecurangan adalah 

pegawai internal organisasi, maka 

untuk menjalankan pemerintahan, 

diperlukan individu-individu 

mempunyai nilai etika yang tinggi. 

Adanya kasus-kasus kecurangan di 

sektor pemerintahan menunjukkan 

bahwa kode etik yang ada di 

lingkungan ASN ternyata belum 

menjadi panduan etika yang efektif 

terhadap sikap dan perilaku anggota 

organisasi.  

Di lingkungan pemerintah 

Indonesia, kasus-kasus tidak etis 

seperti penyalahgunaan wewenang, 

penyelewengan anggaran, perjalanan 

dinas fiktif, dan honor fiktif yang 

dilakukan oleh ASN mengindikasikan 

adanya jurang antara kode etik dengan 

implementasi di Indonesia (KPK, 2018). 

Laporan dari Komisi Aparatur Sipil 

Negara (2018) juga menunjukkan 

bahwa jumlah narapidana yang 

berstatus PNS pada masa tahanan 

2014-2017 sebanyak 1.879 pegawai 

dengan jenis kasus terbanyak yang 

dilakukan oleh PNS adalah korupsi. 

Selain itu, kelemahan dalam pelayanan 

publik oleh ASN sering dijumpai 

karena ASN tidak bersikap profesional 

dan kurang beretika (Rafrianika, 2022). 

Beberapa fakta tersebut 

menunjukkan bahwa kode etik yang 

dimiliki instansi pemerintah masih 

belum dipahami, tidak dirasakan 

kehadirannya, dan tidak 

diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, artikel ini 

mencoba untuk mendeskripsikan 

efektivitas pendidikan etika dan kode 

etik di lingkungan instansi pemerintah. 

Rumusan masalah dalam artikel ini 

adalah bagaimana melaksanakan 

pendidikan etika dan kode etik yang 

efektif bagi ASN di lingkungan 

organisasi pemerintah.  

Beberapa penelitian sebelumnya 

telah dilakukan untuk membahas 

efektivitas dari program etika dan kode 

etik. Penelitian dari Kaptein (2015) 

menunjukkan pengaruh signifikan 

pelatihan etika, kode etik organisasi, 

dan kebijakan  etika terhadap perilaku 

etis pegawai. Selain itu, Park & 

Blenkinsopp (2013) juga membuktikan 

bahwa program etika efektif dalam 

mencegah perbuatan tidak sesuai 

aturan di lingkungan pegawai.  

Di Indonesia, penelitian tentang 

pengaruh kode etik dilakukan oleh 

Khalisah et al. (2022) pada karyawan 

PT PLN dengan hasil menunjukkan 

bahwa kode etik mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu, Claresta (2017) juga 

melakukan penelitian pada akuntan di 

Kota Malang dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kode etik 

berpengaruh positif terhadap perilaku 

etis.  

Penelitian ini memiliki novelty 

berupa analisis deskriptif mengenai 
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tahapan pelaksanaan program etika 

dan kode etik yang efektif di sektor 

pemerintahan. Sepanjang pengetahuan 

penulis, artikel untuk mengungkap 

upaya mengefektifkan pelatihan etika 

dan kode etik, terutama di lingkungan 

pemerintahan di Indonesia belum 

banyak dianalisis dalam penelitian. 

Penelitian sebelumnya tidak secara 

khusus membahas pendidikan etika 

sebagai bagian dari pendidikan 

kompetensi ASN seperti penelitian dari 

Ferine et al. (2021); Sigler & Pearson, 

(2000), dan Widapratama & Raharjo, 

(2017). Penelitian ini bersifat 

melengkapi penelitian-penelitian 

sebelumnya dalam bidang etika 

organisasi, sehingga pendidikan etika 

dan kode etik menjadi mekanisme 

efektif dalam mencegah 

penyelewengan dan korupsi di instansi 

pemerintah. 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan 

penelitian konseptual mengenai 

konsep dan ide penelitian. Penelitian 

dilakukan pada Bulan Juni 2022. 

Lingkup penelitian adalah telaahan 

atas sejumlah artikel mengenai 

efektivitas pendidikan etika dan kode 

etik untuk mencegah kecurangan 

instansi pemerintah. Analisis 

penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif untuk 

mengkomunikasikan data dan 

menekankan pada tema kontekstual 

serta tidak menggunakan angka dan 

perhitungan statistika. Hal ini 

digunakan untuk menjelaskan data 

sesuai persepsi peneliti menurut data 

dan pengalaman atau kejadian yang 

dialami peneliti (Sandelowski, 2000). 

Data yang digunakan dalam artikel ini 

merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari berbagai sumber artikel 

jurnal ilmiah, dokumen dan sumber 

lain yang relevan.  Artikel ilmiah dan 

dokumen diperoleh dari jurnal yang 

berkualifikasi terpercaya serta 

publikasi resmi dari instansi 

pemerintah. Data tersebut selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan 

analisis bibliometric untuk melihat 

trend penelitian mengenai 

implementasi kode etik di instansi 

pemerintah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan untuk 

menjelaskan pentingnya pendidikan 

etika bagi aparatur sipil negara untuk 

mencegah kecurangan instansi 

pemerintah. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, penelitian ini menjelaskan 

motivasi-motivasi pelaku kecurangan 

dan diikuti dengan pembahasan 

elemen penting pentingnya 

Pendidikan etika tersebut.  

 

Kecurangan dan Motivasi Pelaku 

Fraud (kecurangan) merupakan 

istilah yang luas dari konsep 

ketidakwajaran atau pelanggaran 

(Petraşcu & Tieanu, 2014). Wells (2017) 

mendefinisikan fraud dengan 

penggunaan kedudukan untuk 

memperoleh keuntungan pribadi 
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melalui penggunaan sumber daya 

organisasi yang tidak benar. Lembaga 

Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE) membagi fraud ke dalam 3 

(tiga) kelompok yaitu kecurangan 

dalam penyusunan laporan, 

penyalahgunaan asset, dan korupsi. 

ACFE juga menyebutkan bahwa tipe 

kecurangan yang mempunyai dampak 

paling besar di Indonesia adalah 

korupsi (ACFE Indonesia, 2019). 

Dalam sektor pemerintahan, 

tindakan kecurangan merupakan 

upaya mengambil dan menggunakan 

dana serta sumber daya pemerintah 

secara tidak benar demi kepentingan 

pribadi pelaku. Tindakan kecurangan 

merupakan tindakan yang berbahaya 

karena mempengaruhi perekonomian 

dan menyebabkan kerugian finansial 

serta menghilangkan kepercayaan 

kepada institusi negara. Data dari 

Transparency International, (2022) 

menunjukkan bahwa Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2021 

berada pada skor 38 dengan peringkat 

negara paling bersih ke-96 dari 179 

negara.  

Untuk mencegah terjadinya fraud, 

pimpinan instansi pemerintah perlu 

memahami terlebih dahulu motivasi 

dari pelaku kecurangan tersebut. 

Dengan memahami motivasi 

psikologis tersebut, maka pimpinan 

instansi dapat merancang 

pengendalian internal yang memadai 

untuk mencegah kecurangan.  

 Menurut Bologna (1993), 

motivasi pelaku fraud terdiri atas 4 

(empat) aspek yaitu Greed, Opportunity, 

Need, dan Ekspose atau dapat disingkat 

dengan GONE. Greed merupakan sifat 

keserakahan para pelaku fraud yang 

potensinya ada di setiap orang. 

Opportunity atau kesempatan 

merupakan kelemahan sistem di 

organisasi yang membuka peluang 

terjadinya kecurangan. Need 

merupakan kebutuhan dari seseorang 

atas sesuatu yang mendorong dia 

untuk melakukan kecurangan 

sedangkan ekspose adalah hukuman 

yang dianggap terlalu rendah dan 

tidak membuat jera pelaku.  

Motivasi pelaku kecurangan juga 

dikemukakan oleh Cressey (1953) yang 

dikutip dalam Schuchter & Levi, (2013) 

dengan konsep fraud triangle yaitu 

pressure (tekanan), opportunity 

(kesempatan), dan rationalization 

(rasionalisasi). Pressure (tekanan) 

merupakan motivasi individu karena 

tekanan psikologis yang tidak bisa 

diatasi oleh pelaku, baik permasalahan 

internal maupun permasalahan 

eksternal. Factor opportunity 

merupakan pengetahuan dan keahlian 

yang dimiliki pelaku fraud dengan 

memanfaatkan status atau jabatan yang 

dia miliki, kelemahan pengendalian 

intern organisasi, dan informasi yang 

dia miliki terkait bagaimana 

melakukan fraud (Wells, 2017). Ketika 

adanya tekanan yang besar ditambah 

dengan kesempatan pelaku, maka 

peluang melakukan fraud menjadi 

besar. Dimensi ketiga dari fraud triangle 

adalah adanya rationalization 
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(rasionalisasi). Pelaku fraud akan 

merasionalisasikan perbuatannya 

menjadi perbuatan yang bisa diterima 

oleh semua pihak. Hal ini merupakan 

sikap pembenaran dari pelaku fraud 

atas perbuatannya. 

Untuk mencegah tindakan 

korupsi, Bologna merekomendasikan 

peningkatan program anti-fraud 

dengan meningkatkan kualitas 

pengendalian intern pada organisasi 

pemerintah. Selain itu, peningkatan 

kualitas pengendalian internal 

organisasi juga diiringi dengan 

peningkatan integritas dan etika dari 

ASN. Kelemahan pengendalian 

internal organisasi akan membuka 

peluang pegawai melakukan 

kecurangan organisasi (Wardiwiyono, 

2012).  

 

Pendidikan Etika dan Kode Etik 

untuk Mencegah Kecurangan 

Brenner (1992) mendefinisikan 

program dan pendidikan etika sebagai 

sejumlah nilai, kebijakan, dan kegiatan 

yang mendorong perilaku pegawai 

dalam organisasi. Terdapat dua 

dimensi dari program etika yaitu 

dimensi etika eksplisit seperti kode 

etik, kebijakan etika bagi pegawai, 

pelatihan pegawai, seminar etika, dan 

arahan dari pimpinan. Selain itu, 

terdapat dimensi etika yang berlaku 

secara implisit dalam organisasi yaitu 

budaya organisasi, nilai-nilai etika, 

gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai 

organisasi. Kedua dimensi etika 

tersebut perlu dibangun dan dijalankan 

secara bersama-sama. Dimensi etika 

eksplisit perlu mendasarkan pada nilai 

dan budaya organisasi yang 

berkembang di suatu instansi.  

Dari beberapa dimensi eksplisit 

dalam pelatihan etika tersebut, Kaptein 

(2015) menyebutkan bahwa komponen 

etika sangat erat mempengaruhi 

perilaku etis pegawai yaitu kode etik, 

pelatihan etika, komunikasi, kebijakan 

akuntabilitas, monitoring, dan 

kebijakan investigasi pelanggaran. 

Agar menjadi efektif program dan 

kebijakan tersebut harus disampaikan 

secara jelas dan tegas. Pimpinan 

instansi perlu memberikan 

keteladanan (modelling) agar 

memberikan dampak perilaku bagi 

seluruh anggota organisasi. Kode etik 

tersebut juga harus mengatur seluruh 

aktivitas penting dari organisasi, 

mendorong transparansi, keterbukaan, 

dan mendorong perilaku etis pegawai.   

Dalam mengefektifkan program 

etika, Proenca (2004) menyebutkan 5 

tahapan program etika yaitu 

penyusunan kode etik yang 

berkualitas, penetapan unit penegakan 

etika, pelaksanaan internalisasi etika, 

penyusunan sistem pemantauan dan 

mekanisme pengaduan etika. Kode etik 

organisasi merupakan salah satu 

bagian penting dan pertama yang perlu 

dibangun dalam program etika  

organisasi. Valentine et al. (2019) 

menunjukkan bahwa manajer yang 

memiliki kode etik akan memperoleh 

komitmen pegawai yang lebih besar. 

Kode etik juga menjadi alasan pegawai 
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untuk berbuat sesuai etika. Schwartz 

(2004) menunjukkan bahwa kode etik 

mempengaruhi perilaku pegawai. 

Dalam menyusun kode etik, 

ketentuan tersebut harus berakar pada 

budaya organisasi. Budaya organisasi 

menunjukkan berbagai aspek aktivitas 

sosial anggota seperti pola komunikasi, 

perilaku bekerja, bahkan pengambilan 

keputusan dalam suatu organisasi. 

Schein (2017) menyebutkan bahwa 

budaya organisasi adalah sejumlah 

asumsi dasar yang dipelajari di dalam 

suatu kelompok sebagai sarana 

adaptasi eksternal dan integrasi 

internal. Langton et al. (2016) juga 

menyebutkan bahwa budaya 

organisasi adalah sebuah pandangan 

umum atau sistem pembagian makna 

di kalangan anggota organisasi. 

Budaya organisasi merupakan 

sejumlah nilai yang diciptakan dalam 

organisasi dan dilaksanakan oleh 

anggota organisasi dalam mencapai 

produktivitas organisasi. 

Agar berkualitas, kode etika juga 

harus bisa menjangkau seluruh aspek 

kegiatan dan anggota organisasi 

(Webley & Werner, 2008). Kode etik 

dalam organisasi saat ini cenderung 

hanya mengatur tentang aspek tertentu 

seperti pelayanan dan penanganan 

pengaduan masyarakat. Regulasi 

tersebut belum mengatur tentang 

komitmen bersama yang harus 

dibangun seperti konflik kepentingan, 

gratifikasi, dan larangan penggunaan 

aset organisasi untuk kepentingan 

pribadi. Tidak adanya aspek-aspek 

tersebut dalam kode etik menunjukkan 

bahwa kode etik tersebut belum cukup 

relevan bagi pegawai pemerintahan 

dalam beraktivitas di pekerjaannya.  

Kode etik yang disusun organisasi 

juga harus secara spesifik dalam 

lingkup organisasi tertentu (Schein, 

2017). Jika kode etik tersebut tidak bisa 

menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada dalam 

lingkungan organisasi, maka anggota 

organisasi akan menganggap bahwa 

kode etik tersebut tidak relevan. 

Pimpinan instansi pemerintah 

selayaknya membangun kode etik 

yang relevan dan berakar dari budaya 

organisasi dimana instansi pemerintah 

berada. Kode etik yang berasal dari 

nilai-nilai budaya dalam organisasi 

akan lebih relevan dan dapat diterima 

oleh ASN di lingkungan pemerintah.  

Dalam menyusun kode etik 

organisasi, seluruh bagian anggota 

organisasi perlu dilibatkan. Hal ini 

penting karena pedoman perilaku 

tersebut akan mengikat kegiatan 

anggota organisasi. Sebagai pengguna 

dari kode etik tersebut, seluruh 

anggota akan menghormati peraturan 

tersebut jika mereka dilibatkan dalam 

proses penyusunannya. Setiap lini 

pegawai dari pejabat eselon, pegawai 

fungsional, dan staf perlu dilibatkan 

dalam diskusi penyusunan. Setelah 

kode etik tersebut didiskusikan 

pimpinan instansi dapat menentukan 

poin-poin tertentu agar dimasukkan 

dalam regulasi. 
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Setelah kode etik yang berkualitas 

ditetapkan, maka tahap berikutnya 

adalah pelatihan etika bagi pegawai 

untuk memahami perilaku etis dan 

nilai organisasi serta meningkatkan 

kemampuan mereka menghadapi 

perilaku-perilaku yang tidak etis 

(Proenca, 2004). Kurangnya 

internalisasi kode etik dapat 

menghambat efektivitas kode etik 

(Webley & Werner, 2008). Internalisasi 

sangat penting agar dapat dipahami 

oleh seluruh anggota organisasi. 

Internalisasi perlu terus-menerus 

dilakukan agar kode etik tersebut 

menjadi panduan praktis dalam setiap 

aktivitas perilaku ASN sehingga nilai-

nilai positif menjadi pemahaman 

bersama oleh seluruh anggota 

organisasi. Program internalisasi bisa 

dilakukan dengan memanfaatkan 

berbagai media komunikasi. Selain 

sosialisasi yang harus dilakukan secara 

rutin, misalnya dalam kegiatan arahan 

pagi bersama di instansi pemerintah, 

internalisasi etika bisa dilakukan dalam 

bentuk sosialisasi lain berupa stiker-

stiker integritas, pengetikan kata sandi 

(password) komputer kantor berupa 

nilai etika, dan program-program 

pelatihan terkait kode etik dan kasus-

kasus dilema etika dalam birokrasi 

pemerintahan. 

Tahap program etika selanjutnya 

adalah adalah tahap yang sangat 

penting dalam program etika 

organisasi, yaitu implementasi kode 

etik. Pimpinan instansi perlu 

menetapkan unit kerja yang 

mempunyai kewenangan dalam 

memantau penegakan etika pegawai. 

Unit kerja tersebut perlu secara rutin 

memberi saran, menginvestigasi 

permasalahan etika, mengembangkan 

dan mengkoordinasikan kebijakan 

etika (Smith, 2003). Unit kerja tersebut 

juga perlu menyediakan saluran 

pelaporan yang sifatnya anonim bagi 

pegawai yang hendak melaporkan 

terjadinya pelanggaran etika di 

lingkungan organisasi. Pelaporan 

anonim ini dapat menjadi sarana dalam 

mengurangi ketakutan adanya 

pembalasan atau ketakutan dari pihak 

yang dilaporkan (Johansson & Carey, 

2016).  

Setelah internalisasi dan 

implementasi, elemen selanjutnya 

dalam program etika adalah evaluasi 

atas kinerja etika pegawai. Sistem 

reward dan punishment perlu 

ditegakkan agar kode etika menjadi 

efektif memandu perilaku pegawai. 

Mekanisme untuk meningkatkan 

ketaatan pegawai terhadap etika 

adalah perasaan adanya pengawas 

dalam penegakan etika. Evaluasi 

perilaku etika digunakan sebagai 

sarana untuk memberikan insentif 

pegawai bertindak sesuai mekanisme 

etis (Baucus & Beck-Dudley, 2005). 

Program pelatihan etika dan kode 

etik bagi ASN perlu dilakukan untuk 

menginternalisasi kode etika kepada 

seluruh anggota organisasi dari level 

pimpinan, manajer, sampai ke jajaran 

staf operasional. Program pelatihan 

etika, implementasi, dan pemantauan 
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perlu dilakukan secara terus-menerus 

untuk meminimalisasi jurang antara 

kode etik dan efektivitasnya. Dengan 

demikian, penyelewengan dan 

kecurangan pada instansi pemerintah 

bisa dicegah sedini mungkin. 

 

Pendikan Etika dan Kode Etik sebagai 

Sarana Pengendalian Internal 

Organisasi 

Pengendalian internal dengan 

berbagai metodenya telah lama 

digunakan dalam pengelolaan 

organisasi. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menjaga sumber daya organisasi 

dari kecurangan, menjaga keakuratan 

laporan, dan meningkatkan efisiensi 

organisasi (Lee, 1971). Pengendalian 

internal merupakan bagian utama 

dalam tata kelola berbagai organisasi, 

termasuk instansi pemerintah.  

Menurut Committee of 

Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO, 2013), 

Pengendalian intern adalah sebuah 

proses yang dipengaruhi oleh 

pimpinan, manajemen, dan pegawai 

lainnya yang dirancang untuk bisa 

memberikan jaminan bahwa tujuan 

organisasi tercapai. Pengendalian 

intern organisasi didesain untuk 

memberikan keyakinan terhadap 

pencapaian tiga tujuan organisasi 

yaitu: (1) efektivitas dan efisiensi 

kegiatan; (2) laporan organisasi dapat 

diandalkan; dan (3) tidak terjadi 

pelanggaran regulasi berupa fraud dan 

korupsi. 

Kualitas pengendalian internal 

suatu organisasi berbanding lurus 

dengan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Studi dari Doyle et al., 

(2007) menemukan bahwa organisasi 

yang memiliki pengendalian intern 

yang lemah cenderung organisasi yang 

kecil, sering mangalami masalah 

keuangan, kegiatannya tidak tertata, 

dan pertumbuhannya tidak cepat. 

Rahman & Anwar (2014) juga 

menyebutkan bahwa program 

pengendalian intern merupakan teknik 

yang efektif dalam mencegah dan 

mendeteksi fraud. Dengan demikian, 

setiap organisasi termasuk organisasi 

pemerintah, perlu mendesain dan 

memperhatikan efektivitas dari aspek 

pengendalian internal organisasinya. 

Dalam sektor pemerintahan di 

Indonesia, pemerintah telah 

mengadopsi konsep pengendalian 

internal COSO untuk membangun 

kebijakan pengendalian intern pada 

instansi pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). Dalam regulasi 

tersebut dijelaskan bahwa 

pengendalian internal organisasi 

pemerintah terdiri atas 5 (lima) aspek 

utama yaitu lingkungan pengendalian 

yang kondusif, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi yang efektif, dan 

pemantauan atas pengendalian intern.  

Dari 5 (lima) unsur pengendalian 

internal tersebut, unsur lingkungan 

pengendalian merupakan unsur yang 
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sangat penting karena merupakan 

keseluruhan standar, proses, dan 

struktur bagi pelaksanaan 

pengendalian intern lainnya.  Unsur 

lingkungan pengendalian yang 

kondusif merupakan landasan agar 

organisasi dan anggota organisasi 

beraktivitas sesuai nilai-nilai etika. 

Pimpinan instansi pemerintah perlu 

membangun nilai-nilai integritas dan 

budaya organisasi yang positif agar 

kegiatan pengendalian internal lainnya 

dapat dijalankan oleh anggota 

organisasi. 

Dalam PP 60 Tahun 2008 juga 

dijabarkan bahwa untuk membangun 

lingkungan pengendalian yang 

kondusif, perlu membangun 8 sub 

unsur pendukung dengan “Penegakan 

integritas dan nilai etika” menjadi sub 

unsur pertama. Dengan demikian, 

pimpinan instansi harus menciptakan 

lingkungan pengendalian kondusif 

dengan membangun penegakan 

integritas dan nilai etika yang memadai 

sehingga lingkungan organisasi 

pemerintah menjadi lingkungan yang 

positif.  

Untuk mendukung penegakan 

integritas dan nilai etika, pimpinan 

instansi perlu menyusun aturan 

perilaku (kode etik) secara formal, 

menyosialisasikan kode etik tersebut 

dan mengimplementasikan dalam 

setiap aktivitas. Sosialisasi kode etik 

bisa berupa kegiatan arahan dan 

seminar mengenai kode etik. Hal ini 

perlu dilakukan secara terus menerus 

agar seluruh anggota organisasi 

merasakan kehadiran dari kode etik 

tersebut. 

Komitmen dan peran pimpinan 

instansi pemerintahan menjadi sangat 

penting karena menjadi role model (tone 

at the top) dalam pelaksanaan integritas 

dan nilai etika. Jika manajemen puncak 

tidak membangun dan menunjukkan 

komitmen terhadap praktik-praktik 

etika, maka pelaksanaan program-

program etika menjadi tidak efektif 

(Webley & Werner, 2008). Peran dari 

pegawai senior dalam lingkungan 

pengendalian adalah faktor yang 

sangat penting dalam membangun 

integritas organisasi. D’Aquila (2001) 

menyebutkan peran pegawai senior 

dalam penegakan etika. Jika 

menginginkan tindakan tidak beretika 

berkurang, maka manajemen puncak 

harus mendorong dan menjadi pihak 

pertama yang melakukannya. 

Manajemen puncak harus 

menunjukkan perilaku etis, tidak 

hanya secara verbal, namun dalam 

tindakan nyata. 

Dalam konteks penerapan sub 

unsur “penegakan integritas dan nilai 

etika” dalam Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, maka jajaran 

pimpinan instansi, pejabat eselon, dan 

unsur pimpinan lainnya harus 

menunjukkan keteladanan terlebih 

dahulu dalam membangun dan 

mengimplementasikan budaya etis di 

lingkungan instansi pemerintah. 

Dengan demikian, sehingga 

keteladanan akan perilaku dan etika 

akan diikuti oleh seluruh ASN di 
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lingkungan pemerintah dan budaya 

etis menjadi panduan merata di 

instansi pemerintah dan pengendalian 

internal organisasi akan efektif. 

 

Peran Pemantauan atas Implementasi 

Kode Etik 

Walaupun implementasi etika 

diharapkan berasal dari kesadaran 

masing-masing anggota organisasi, 

namun dalam tata kelola manajemen 

pemerintahan, diperlukan suatu 

mekanisme pemantauan atau 

pengawasan untuk memastikan bahwa 

seluruh pegawai dalam instansi 

pemerintah bertindak sesuai dengan 

nilai yang terkandung dalam kode etik. 

Hal ini penting karena tindakan 

melanggar ketentuan organisasi jika 

dilakukan terus menerus dan dalam 

waktu yang lama akan menurunkan 

moralitas pegawai secara keseluruhan 

dan menurunkan reputasi dari 

organisasi (Near & Miceli, 1996).  

Mekanisme pemantauan atas 

implementasi kode etik profesi 

selayaknya dilakukan dalam sistem 

informasi yang memadai sehingga 

informasi rinci mengenai track record 

pegawai ASN yang melakukan 

pelanggaran terekam dengan baik. 

Basis data ini bermanfaat untuk 

menciptakan sistem reward and 

punishment bagi ASN. Selain itu, data 

ini dapat dimanfaatkan untuk 

memastikan pegawai ASN yang 

mendaftar pada posisi tertentu tidak 

pernah melakukan pelanggaran berat 

terkait perilaku dan etika. 

Mekanisme lain dalam 

melakukan pemantauan atau 

pengawasan atas implementasi kode 

etik adalah membangun whistleblowing 

system. Menurut Jubb, (1999), 

whistleblowing adalah suatu mekanisme 

yang ada dalam organisasi untuk 

melaporkan perilaku illegal, tidak 

bermoral, atau perilaku melanggar 

hukum lain yang dilakukan oleh 

anggota organisasi lain untuk 

dilakukan tindakan perbaikan. Rekan 

kerja merupakan seorang whistleblower 

yang efektif karena mengetahui 

perilaku seharian pegawai. Walaupun 

mekanisme whistleblowing system 

belum menjadi budaya di Indonesia, 

terutama atas pelanggaran etika dan 

moral, namun mekanisme ini dapat 

digunakan sebagai sarana alternatif 

dalam menyampaikan laporan atas 

penegakan etika, terutama dalam 

kondisi bawahan yang dibatasi oleh 

budaya hierarki jabatan di Indonesia. 

Untuk itu, mekanisme pengawasan 

kode etik dan moral pegawai melalui 

whistleblowing system harus dibangun 

dengan jaminan adanya perlindungan 

yang diberikan kepada pelapor 

pengaduan.   

Pimpinan instansi perlu 

menunjuk unit tertentu untuk 

melakukan pemantauan atas 

penegakan etika. Unit kerja tersebut 

juga perlu diberi kewenangan dalam 

menerima, menilai kelayakan, dan 

melakukan investigasi terhadap 

laporan pelanggaran etika. Unit kerja 

tersebut harus dipastikan memiliki 
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sumber daya yang cukup, kompeten, 

dan memiliki integritas. Materi laporan 

pengaduan perlu disampaikan secara 

rutin kepada pimpinan untuk 

memastikan proses tindak lanjutnya. 

Komitmen manajemen puncak penting 

dalam menentukan status dan peran 

dari unit organisasi ini. Dengan 

demikian, mekanisme pemantauan 

akan efektif mendorong ASN untuk 

bisa berperilaku sesuai kode etik yang 

telah ditetapkan sehingga perilaku 

fraud bisa dicegah sedini mungkin. 

 

KESIMPULAN 

Laporan dari KPK menyebutkan 

bahwa sejak Tahun 2016-2021 lembaga 

tersebut telah menangani 677 kasus 

tindak pidana korupsi dengan 58,19% 

kasus terjadi di lingkungan pemerintah 

daerah. Kecurangan yang terjadi 

disebabkan lemahnya pengendalian 

internal organisasi pemerintah. Aspek 

utama dari pengendalian intern adalah 

penegakan integritas dan etika yang 

dilaksanakan oleh seluruh anggota 

organisasi.  

Oleh karena itu, instansi 

pemerintah perlu menyusun program 

etika untuk menjaga integritas ASN. 

Program etika tersebut perlu 

dijalankan secara rutin dan kontinyu 

agar menjadi panduan bagi perilaku 

ASN.  Agar menjadi efektif, program 

etika tersebut terdiri atas beberapa 

tahapan yaitu penyusunan kode etik 

yang berkualitas, penetapan unit 

penegakan etika, pelaksanaan 

pelatihan etika, pembentukan sistem 

pemantauan etika dan mekanisme 

pengaduan etika.  

Dalam konteks penelitian, 

pengaruh dari beberapa aspek dalam 

penelitian ini perlu dilakukan 

pengujian empiris lebih mendalam. 

Beberapa aspek tersebut seperti kode 

etik yang berkualitas, pelatihan etika, 

dan anonimitas pengaduan terhadap 

efektivitas perilaku etis ASN di 

Indonesia.  
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